



A. Konsep Pembagian Kekuasaan
1. Teori Pembagian Kekuasaan
Inti “Trias Politica” yang dikemukakan oleh Montesquieu
seorang filsuf asal Prancis1 adalah menjelaskan bahwa kekuasaan
Negara dipisahkan menjadi tiga komponen kekuasaan, yaitu:
a. Kekuasaan Legislatif (Membuat undang-undang)
b. Kekuasaan Eksekutif (Melaksanakan undang-undang)
c. Kekuasaan Yudikatif (Mengadili bila terjadi pelanggaran
atas undang-undang)
Pemisahan kekuasaan ini bertujuan untuk  melindungi hak-
hak warga negara. Sebab, jika ketiga kekuasaan negara itu berada
disatu tangan, maka kebebasan akan berakhir. Montesquie
menegaskan, bahwa kemerdekaan individu terhadap tindakan
sewenang-wenang pihak penguasa akan terjamin apabila ketiga
kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif diadakan pemisahan
mutlak satu sama lain.
Di Indonesia sendiri ada dua ahli hukum konstitusi yang
mengemukakan pendapatnya mengenai teori pembagian
1 I Dewa Gede Atmadja. 2015. “Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum”, Malang. Setara
Press, hal 95-97.
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kekuasaan, yakni Moh Yamin dan Ismail Suny, sebagaimana
diuraikan dibawah ini :
a. Moh Yamin (Guru Besar Ahli Konstitusi) dalam bukunya
yang berjudul “naskah persiapan UUD 1945” menulis
bahwa “dihitung secara fisik menurut jumlah lembaga-
lembaga Negara yang diatur dalam UUD 1945, jelas UUD
1945 tidak menganut Trias Politica. Karena didalam UUD
1945 membahas mengenai tujuh lembaga Negara, yaitu
MPR, Presiden, DPA, DPR, BPK, MA, Menteri- menteri
Negara, sehingga UUD 1945 menganut Sapta Praja, bahkan
jika Kejaksaan Agung juga dimasukkannya, maka dapat
dikatakan kita menganut Asta Praja”.
b. Ismail Suny (Guru Besar Hukum Tata Negara UI) menulis
bahwa “apabila dilihat dari judul bab-bab  dari UUD 1945
yakni Bab III yang mengatur tentang kekuasaan
pemerintahan (Esekutif) yang menjalankan pemerintahan;
Bab VII yang mengatur tentang DPR (legislatif) untuk
membentuk UU bersama dengan Presiden; Bab IX yang
mengatur kekuasaan kehakiman (yudikatif) untuk
menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka maka
secara formal, UUD RI 1945 menganut Trias Politica.2
Tetapi secara materiil, karena UUD 1945 tidak mengenal
2 Ismail Suny. 1983. “Pergeseran Kekuasaan Eksekutif. Jakarta”. Aksara Baru. hal 53
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pemisahan secara intrinsic antara lembaga - lembaga
Negara, UUD RI 1945 dapat dikatakan tidak menganut teori
pemisahan kekuasaan menurut Trias Politica tetapi
menganut system pembagian kekuasaan (distribution of
power).
2. Pembagian Kekuasaan di Indonesia Sebelum Perubahan UUD
1945
Sebelum diamandemen, UUD 1945 mengatur kedudukan
Lembaga Tertinggi dan Lembaga Tinggi Negara, serta hubungan
antar lembaga-lembaga tersebut. Undang-Undang Dasar
merupakan hukum tertinggi, kemudian kedaulatan rakyat diberikan
seluruhnya kepada MPR (Lembaga  Tertinggi).  MPR
mendistribusikan  kekuasaannya (distribution of power) kepada
lembaga tinggi yang sejajar kedudukannya, yaitu Mahkamah
Agung (MA), Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, (DPR), Dewan
Pertimbangan Agung (DPA), dan Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK).
Lembaga Tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia
sebelum Perubahan UUD RI Tahun 1945, lembaga tersebut
mempunyai kekuasaan yang tak terbatas. Sedangkan Lembaga
Tinggi   negara   hanya   mempunyai   penditribusian   kekuasaan
dari lembaga tertinggi tersebut.
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Adapun kedudukan dan hubungan antar Lembaga Tertinggi
dan Lembaga Tinggi Negara menurut UUD 1945 sebelum
diamandemen dapat diuraikan sebagai berikut:
a. MPR
Sebagai Lembaga Tertinggi Negara diberi kekuasaan tak
terbatas (super power) karena “kekuasaan ada di tangan
rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR” dan MPR
adalah “penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia” yang
berwenang menetepkan UUD, GBHN, dan mengangkat
Presiden dan Wakil Presiden.
b. Presiden
Presiden memegang posisi sentral dan dominan sebagai
mandataris MPR,   Presiden   menjalankan   kekuasaan
pemerintahan   negara tertinggi,  Presiden  selain
memegang  kekuasaan  eksekutif (executive  power), juga
memegang  kekuasaan  legislatif (legislative power) dan
kekuasaan  yudikatif (judicative  power), tidak   ada
batasan   aturan   mengenai   periode  seseorang  dapat
menjabat   sebagai   presiden   serta   mekanisme
pemberhentian presiden dalam masa jabatannya.
c. DPR
Memberikan persetujuan atas RUU yang diusulkan
Presiden, Memberikan  persetujuan  atas  PERPU,
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memberikan  persetujuan atas anggaran, meminta MPR
untuk mengadakan sidang istimewa guna meminta
pertanggungjawaban presiden.
d. DPA dan BPK
Disamping itu, UUD 1945 tidak banyak membahas
lembaga- lembaga negara lain seperti DPA dan BPK
dengan memberikan kewenangan yang sangat minim.
3. Pembagian Kekuasaan di Indonesia Setelah Perubahan UUD
1945
Setelah ditetapkannya perubahan Keempat UUD 1945
maka struktur ketatanegaraan Republik Indonesia harus segera
disesuaikan dengan desain UUD yang telah berubah itu. Semua
institusi pada lapisan struktur kenegaraaan dan pemerintah harus
ditata kembali. Upaya penataan itu mencakup kelembagaan di
ranah legislatif, eksekutif, yudikatif, dan bahkan di wilayah
campuran atau disebut dengan badan-badan independen misalnya,
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Nasional HAM, Komisi
Pemeriksa Penyelenggara Negara, Komisi Pemberantasan Korupsi,
Komisi Ombudsman, dan sebagainya.
Sesudah amandemen, dapat dikatakan bahwa UUD 1945
tidak menganut teori “Trias Politica” karena telah terjadi reformasi
pembagian kekuasaan, yakni adanya “check and balances” antara
tiga lembaga Negara yang mendapat mandat langsung dari rakyat
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melalui pemilihan umum, yaitu: badan legislative (DPR dan DPD
yang anggota-anggotanya menjadi MPR) serta Presiden dan Wakil
Presiden, ditambah juga dengan MA dan MK yang masing-masing
menjalankan kekuasaan kehakiman sesuai dengan
kewenangannya3. Lembaga Negara menurut UUD 1945 hasil
amandemen juga dilengkapi dengan lembaga Negara yang
mendukung terwujudnya Negara hukum yang demokratis, seperti
KY, KPK, KPU dan terwujudnya “good corporate governance”
seperti BPK, Bank Sentral (BI) dan Komisi-Komisi yang mandiri
serta independen lainnya.
Dalam  hal  upaya  pendewesaan  demokrasi  dalam  suatu
Negara,  konsep Trias Politica mengalami suatu perkembangan
atas dasar suatu kebutuhan dalam penyelenggaraan Negara yaitu
adanya lembaga Negara independen, sebagaimana dikutip oleh
Jimly Asshidiqie pendapat dari Yves Meny and Andrew Knaap,
sebagai berikut : “Regulatory and monitoring bodies are a new
type of autonomous administration which has been most widely
developed in the united states where it is sometimes referred to as
the headles fourth branch of the government. It take the form of
what are generally knwon as independen regulatory commissions.4
Cabang pemerintahan keempat (The Fourth Branch of
3 Lihat pasal 24 A dan 24 C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4 Jimly Asshiddiqie, 2006. “ Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca
Reformasi”, Jakarta. Sinar Grafika, hal 8.
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Government) yang dimaksud dalam hal ini adalah lembaga, komisi,
instansi atau organ yang sifatnya independen, dalam arti tidak di
bawah cabang kekuasaan lainnya. Beberapa hal yang membuat
lembaga negara ini disebut sebagai cabang pemerintahan keempat
adalah fakta bahwa lembaga, atau komisi atau badan negara
tersebut menjalankan lebih dari satu bahkan ketiga fungsi
pemerintahan sekaligus. Eksistensi cabang pemerintahan keempat
(The Fourth Branch of Government) dengan karakteristik lembaga
negara yang kewenangannya yang bersifat kuasi, kombinasi,
maupun akumulasi dari tiga fungsi pemerintahan yang ada dan
menjadikan lembaga ini sulit diidentifikasi dalam pemikiran Trias
Politica.
Pada konteks ketatanegaraan Indonesia, ada kecendrungan
dalam teori dan praktek administrasi untuk mengalihkan tugas-
tugas yang bersifat regulatif dan administratif menjadi bagian dari
tugas dari tugas cabang kekuasaan yang baru. Misalnya,
kewenangan penindakan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan,
dan penyitaan) dan pencegahan atas tindak pidana korupsi
dilaksanakan pula oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Selain itu, kewenangan menyelenggarakan pemilihan umum yang
tadinya berada dibawah kendali menteri dalam negeri, saat ini
dilaksanakan sepenuhnya oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)
23
secara independen, yang kemudian menjadi cabang kekuasaan
yang baru karena karakteristik dan sifat yang dimilikinya5.
B. Tinjauan Tentang Lembaga Negara
1. Pengertian Lembaga Negara
Secara definisi, alat-alat kelengkapan suatu Negara atau
yang lazim disebut sebagai lembaga Negara adalah institusi-
institusi yang dibentuk guna melaksanakan fungsi-fungsi negara
dalam banyak istilah yang digunakan, istilah lembaga negara
mengandung pengertian yang secara teoritis mengacu pada
pandangan Hans Kelsen mengenai the concept of the state organ.
menurut Hans Kelsen siapa saja yang menjalankan suatu fungsi
yang ditentukan oleh suatu tata  hukum (legal  order) adalah
suatu  organ.  Lembaga  Negara terkadang disebut dengan istilah
lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan non-departemen,
atau lembaga negara saja. Ada yang di bentuk berdasarkan atau
karena diberi kekuasaan oleh Undang-Undang Dasar, ada pula
yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaannya dari Undang-
undang,   dan   bahkan   ada   pula   yang   hanya   dibentuk
berdasarkan Keputusan Presiden.
Lembaga negara  yang diatur dan dibentuk oleh Undang-
Undang Dasar (UUD) merupakan organ konstitusi, sedangkan
5 Gunawan A. Tauda, 2012. “Komisi Negara Independen (Eksistensi Independen Agiencies
Sebagai Cabang Kekuasaan Baru Dalam Sistem Ketatanegaraan)”,Yogyakarta, Genta Press, hal
148.
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yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang (UU) merupakan
organ Undang-Undang (UU), sementara yang hanya dibentuk
karena keputusan presiden tentunya lebih rendah lagi tingkatan dan
derajat perlakuan hukum terhadap pejabat yang duduk di
dalamnya. Demikian pula jika lembaga yang dimaksud dibentuk
dan diberi kekuasaan berdasarkan peraturan daerah, tentu lebih
rendah lagi tingkatannya6.
Secara definisi, organ atau alat-alat kelengkapan suatu
negara lazimnya disebut sebagai lembaga negara adalah institusi-
institusi yang dibentuk guna melaksanakan fungsi negara. secara
konseptual tujuan diadakannya lembaga negara atau alat-alat
kelengkapan negara selain untuk menjalankan fungsi negara, juga
untuk menjalankan pemerintahan secara aktual.
Dijelaskan oleh Sri Soemantri, lembaga-lembaga itu harus
membentuk kesatuan proses yang satu sama lain saling
berhubungan dalam rangka penyelenggaraan fungsi negara, atau
yang ia istilahkan sebagai actual governmental mechanism. Jadi,
meskipun dalam praktiknya tipe lembaga-lembaga tersebut harus
bekerja dan memiliki relasi sedemikan rupa, sehingga membentuk
suatu kesatuan untuk mewujudkan tujuan negara jangka panjang.
Dalam setiap pembicaraan tentang organisasi negara, terdapat dua
unsur pokok yang berkaitan yaitu organ dan functie. organ adalah
6 Jimly Asshiddiqie, Op. Cit, hal 35
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bentuk wadahnya, sedangkan functie adalah gerakan wadah itu
sesuai maksud pembentukannya.
Dalam naskah UUD 1945 organ-organ yang dimaksud, ada
yang disebut secara eksplisit namanya, dan ada pula yang
disebutkan eksplisit hanya fungsinya. Ada pula lembaga yang
disebut bahwa baik namanya maupun kewenangannya akan diatur
dengan peraturan yang lebih rendah7.
2. Perkembangan Lembaga Negara
Kelembagaan negara kita mengalami perkembangan sejak
pasca reformasi. Perubahan UUD 1945 mempertegas pemisahan
kekuasaan dan mekanisme checks and balances, serta membentuk
lembaga negara baru yaitu, DPD, MK, dan KY. Selain lembaga
negara baru tersebut ada pula lembaga-lembaga negara baru yang
bersifat independen, yang dibentuk dengan undang-undang, antara
lain KPK, KPU, Komnas HAM, dan lain-lain.
Lembaga-lembaga negara baru tersebut memiliki fungsi
dan wewenang tertentu yang bersifat spesifik. Peran tersebut harus
dijalankan secara independen sebagai bagian dari upaya mencegah
pemusatan dan penyalahgunaan kekuasaan dengan cara
menciptakan mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi
Penataan kelembagaan negara yang demikian bukan tanpa
kelemahan. Salah satu potensi kelemahan itu adalah
7 Gunawan A. Tauda, Op, Cit, hal 55.
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kecenderungan munculnya ketegangan hubungan. Ketegangan ini
dapat berakhir pada kebuntuan yang mempengaruhi pelaksanaan
wewenang setiap lembaga negara. Ketegangan hubungan dapat
terjadi karena perbedaan penafsiran kedudukan dan wewenang
antarlembaga negara yang saling berhimpitan. Perbedaan
penafsiran ini dapat terjadi karena kurang jelasnya pengaturan
hubungan antar lembaga negara, ataupun karena adanya perbedaan
pemahaman terhadap aturan tersebut. Selain itu, ketegangan juga
dapat terjadi karena kecenderungan personifikasi lembaga negara
dengan pribadi yang menduduki jabatan didalamnya. Hubungan
lembaga negara yang seharusnya bersifat organisatoris dan telah
memiliki mekanisme, berubah menjadi emosional yang negatif.8
Pada saat hubungan antar lembaga negara sudah sampai
pada tingkat ketegangan yang tinggi, kondisi itu tentu akan
merugikan. Kondisi itu tidak hanya berdampak pada lembaga yang
bersangkutan, tetapi juga pada kepentingan bangsa. Oleh karena
itu, tanpa meninggalkan gagasan awal pentingnya penataan
kelembagaan negara berdasarkan pemisahan kekuasaan dan checks
and balances, hubungan antar lembaga negara harus tetap dijaga
dengan baik. Checks and balances dapat dilaksanakan tanpa harus
memaknainya sebagai hubungan yang selalu berada dalam situasi
ketegangan. Checks and balances dapat dilakukan dalam kerangka
8 Janedjri M. Gaffar, 2012. "Demokrasi Konstitusional", Jakarta. Konstitusi Press, hal. 105.
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kerja sama untuk tujuan bersama, yaitu untuk mencapai tujuan
bernegara.9
Merujuk pendapat Hans Kelsen dalam bukunya berjudul
“The General Theory of Law and State”, ada 5 (lima) pengertian
lembaga negara sebagai berikut 10:
Pertama,”lembaga negara” dalam arti yang paling luas
mencakup setiap individu yang menjalankan fungsi law creating
(membentuk hukum) dan law applying (menerapkan hukum);
Kedua,  “lembaga  negara”  lebih  sempit dari  pengertian
pertama,”organ  negara”  yang mencakup individu yang
menjalankan fungsi law creating atau law applying dan
mempunyai posisi dalam struktur jabatan kenegaraan atau jabatan
pemerintahan;
Ketiga, “lembaga negara” dalam pengertian sempit adalah
badan atau organisasi yang mempunyai fungsi law creating
(membentuk peraturan) atau law applying (menjalankan peraturan)
dalam kerangka struktur dan system kenegaraan atau
pemerintahan. Di dalam pengertian ini, lembaga Negara adalah
yang dibentuk berdasarkan UUD, UU, Peraturan Presiden, ataupun
Keputusan-Keputusan yang tingkatnya lebih rendah, baik di tingkat
pusat maupun di tingkat daerah11
9 Ibid. Hal. 106
10 I Dewa Gede Atmaja. Op, Cit, hal 98-101.
11 Ibid, hal 102.
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Keempat, dalam pengertian yang lebih sempit lagi, “organ
atau lembaga negara” itu hanya terbatas pada lembaga negara yang
dibentuk berdasarkan UUD, UU, atau oleh peraturan yang lebih
rendah.
Kelima, dalam pengertian khusus, “lembaga negara” adalah
lembaga-lembaga Negara yang berada di tingkat pusat yang
pembentukannya diatur dalam UUD.
Secara Teori Konstitutional, lembaga Negara di Indonesia
sesuai dengan pengertian kelima. yang pada inti teori tersebut
membedakan sumber kewenangan lembaga Negara yang (a)
kewenangannya diberikan langsung oleh konstitusi dan (b)
lembaga Negara yang tidak langsung bersumber dari konstitusi.
UUD RI Tahun 1945 menganut “Teori Konstitusional” tentang
lembaga Negara. Karena MK diberikan wewenang mengadili
sengketa kewenangan antar lembaga Negara yang kewenangannya
diberikan langsung oleh UUD 1945 yakni pasal 24 C ayat (1) UUD
1945. Dengan diberikannya wewenang mengadili sengketa
konstitusional antar lembaga Negara kepada MK, maka ada dua
unsur yang harus dipenuhi, yaitu:
a. Adanya kewenangan konstitusional yang ditentukan dalam
UUD;
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b. Timbulnya sengketa dalam pelaksanaan kewenangan
tersebut sebagai akibat perbedaan penafsiran di antara dua
atau lebih lembaga negara yang terkait.
Lembaga-lembaga negara tersebut dapat dikelompokkan sebagai
berikut :
a. Lembaga Negara yang menjalankan tugas utamanya sesuai
dengan kewenangan yang diberikan secara eksplisit oleh
UUD :
1) Presiden dan Wakil Presiden
2) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
3) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
4) Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
5) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
6) Mahkamah Agung (MA)
7) Mahkamah Konstitusi (MK)
b. Lembaga negara yang menjalankan kewenangan pelayanan
atau lembaga sampiran yang biasa disebut “auxialiray state
agancies” yakni komisi-komisi dan badan yang bersifat
independen berdasarkan konstitusi, serta komisi-komisi di
lingkungan eksekutif, seperti :
 Badan dan komisi berdasarkan Konstitusi atau
Undang-Undang yang memiliki posisi konstitusional
1) Komisi Yudisial (KY)
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2) Bank Indonesia (BI)
3) Komisi Pemilihan Umum (KPU)
4) Komisi Hak Asasi Nasional (KOMNAS-
HAM)
5) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
 Badan atau komisi independen yang dibentuk
berdasarkan UU
1) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan (PPATK)
2) Komisi Pengawasan Persaingan Usaha
(KPPU)
 Komisi yang berada dalam lingkungan eksekutif
1) Komisi Pendidikan Nasional
2) Komisi Ombudsman Nasional
3) Komisi Hukum Nasional
4) Komisi Kepolisian
5) Komisi Kejaksaan
3. Fungsi Lembaga Negara
UUD 1945 pasca amandemen mengenal dua istilah untuk
mengidentifikasikan organ - organ penyelenggara Negara, yakni
istilah badan dan lembaga. Namun perbedaan ini sama sekali tidak
mengurangi esensi adanya organisasi yang melaksanakan fungsi
penyelenggaraan Negara dan pemerintahan. Meskipun demikian,
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memang akan terjadi beberapa perbedaan pendapat ketika akan
menggolongkan berdasarkan fungsi penyelenggara Negara dan
penyelenggaraan pemerintahan, karena terdapat pula istilah selain
“lembaga Negara”, yakni lembaga pemerintahan12
Lembaga-lembaga yang ditentukan didalam UUD 1945
dapat dikategorikan sebagai organ utama atau primer (primery
constitutional organs), dan ada pula yang merupakan organ
pendukung atau penunjang (auxiliary state organs).13 Untuk
memahami perbedaan di antara keduanya, lembaga-lembaga
Negara tersebut dapat dibedakan dalam tiga ranah (domain), yaitu
(i) kekuasaan eksekutif atau pelaksana; (ii) kekuasaan legislatif dan
fungsi pengawasan; (iii) kekuasaan kehakiman atau fungsi yudisial
Dalam cabang kekuasaan eksekutif atau pemerintahan Negara ada
presiden dan wakil presiden  yang  merupakan  satu  kesatuan
institusi  kepresidenan.  Dalam  bidang kekuasaan kehakiman,
lembaga pelaksana atau pelaku kekuasaan kehakiman itu ada dua,
yaitu Mahkamah Agung dan  Mahkamah  Konstitusi.
Sedangkan dalam fungsi pengawasan dan kekuasaan legislatif,
terdapat 4 (empat) organ atau lembaga, yaitu :
a. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
b. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
c. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
12 Firmansyah Arifin, dkk. 2005. “Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan antar Lembaga
Negara”. Jakarta, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), hal 34-35
13 Ibid. Hal 37
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d. Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).
Sedangkan lembaga-lembaga Negara seperti Komisi
Yudisial, TNI, POLRI, Menteri Negara, Dewan Pertimbangan
Presiden, dan lain-lain, meskipun sama-sama ditentukan
kewenangannya dalam UUD 1945 seperti presiden/wapres, DPR,
MPR, MK dan MA, tetapi dari segi fungsinya lembaga-lembaga
tersebut bersifat penunjang atau memang berada dalam satu ranah
cabang kekuasaan. Namun tidak dapat disejajarkan kedududkan
TNI dan POLRI dengan 7 (tujuh lembaga  tersebut meskipun
kewenangan TNI dan POLRI sama-sama ditentukan didalam UUD
1945.
Demikian pula, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan (PPATK),  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan
sebagainya, meskipun kewenangnnya maupun ketentuan mengenai
kelembagaannya tidak diatur dalam UUD 1945, tetapi
kedudukanya tidak dapat dikatakan berada  di bawah POLRI dan
TNI hanya karena kewenangan kedua lembaga terakhir ini diatur
dalam UUD 1945. Kejaksaan Agung dan Bank Indonesia sebagai
bank sentral juga tidak ditentukan kewenangannya dalam UUD
1945, melainkan hanyak ditentukan di dalam undang-undang.
14Tetapi kedudukan Kejaksaan Agung dan Bank Indonesia tidak
dapat dikatakan lebih rendah dari pada TNI dan POLRI. Oleh
14 Ibid, hal 38
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sebab itu, sumber normatif kewenangan lembaga-lembaga tersebut
tidak otomatis menentukan status hukumnya dalam hirarki susunan
antara lembaga Negara. Demikian penentuan derajat protokoler
atau hak-hak protokoler pejabatnya masing-masing, tidak hanya
dipengaruhi faktor tinggi rendahnya hirarki sumber peraturan yang
mengaturnya.
Oleh sebab itu, seperti hubungan antara KY dengan MA
dan MK, maka factor fungsi keutamaan atau fungsi penunjang
menjadi penentu yang pokok. Meskipun posisinya bersifat
independen terhadapa MK dan MA. Demikian juga Komisi
Pengawas Kejaksaan dan Komisi Kepolisian tetap tidak dapat
disederajatkan secara struktural dengan organisasi POLRI dan
Kejaksaan Agung, meskipun komisi-komisi pengawas itu bersifat
independen. Atas dasar itu kedudukannya  secara  fungsional
dipandang sederaja,t yang dapat  disebut  sebagai  lembaga -
lembaga tinggi Negara yang mencerminkan cabang-cabang
kekuasaan utama Negara, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif
4. Lembaga Negara Bantu
Seiring dengan perkembangan konstitusi dalam
amandemenya keberadaan lembaga negara ternyata menjadi luas.
Disamping adanya lembaga negara utama juga disebutnya lembaga
negara penunjang atau lembaga negara bantu dalam sistem
ketatanegaraan. Sebagaimana negara menganut konsep Trias
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Politica seiring perkembangan jaman konsep tersebut dianggap
tidak relevan lagi diterapkan. Karena setiap lembaga negara tidak
mungkin menjalankan fungsinya secara terpisah, kenyataannya
setiap lembaga negara dalam menjalankan fungsinya saling
bersentuhan dan berkedudukan yang sederajat.
Salah satu konsekuensi dari dilakukannya perubahan
terhadap UUD RI   Tahun   1945   adalah   munculnya   beragam
penafsiran mengenai istilah “Lembaga Negara” akibat
kekurangjelasan UUD RI tahun 1945 dalam mengatur lembaga
negara. Hal ini dapat terlihat dari tiadanya kriteria untuk
menentukan apakah suatu lembaga dapat diatur atau tidak dalam
konstitusi. Dari berbagai penafsiran yang ada, salah satunya adalah
penafsiran yang membagi lembaga negara menjadi lembaga negara
utama (state main organ) dan lembaga negara bantu (state
auxiliary organ).
Lembaga negara utama mengacu kepada paham Trias
Politica yang memisahkan kekuasaan menjadi tiga poros
(eksekutif, legislatif dan yudikatif). Dengan menggunakan pola
pikir ini, yang dapat di kategorikan sebagai lembaga negara utama
menurut UUD RI Tahun 1945 adalah :
a. Presiden dan Wakil Presiden;
b. Majlis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
c. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
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d. Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
e. Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK);
f. Mahkamah Agung (MA);
g. Mahkamah Konstitusi (MK).
Dengan demikian, lembaga-lembaga lain yang tidak termasuk
kategori tersebut merupakan lembaga negara bantu.15
C. Komisi Negara Independen
Berdasarkan asas negara hukum, bahwa setiap kegiatan negara harus
berdasarkan norma yang berlaku, begitupun pembentukan komisi negara
independen yang mempunyai kedudukan sama dengan lembaga negara
yang lain. Dalam rangka untuk mewujudkan amanat UUD RI 1945.
Berdasarkan hirarki perundang-undangan yang telah diatur dalam UU No
12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,
tata urutan perundang-undangan sebagai berikut16 :
1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
3. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
15 Tjokorda Gde Indraputra, I Nyoman Bagiastra. 2014. Kedudukan Komisi Pemberantasan
Korupsi Sebagai Lembaga Negara Bantu (State Auxiliary Institutions). Bali. Jurnal ilmu hukum.
Vol. 02 No. 05. Fakultas Hukum. Universitas Udayana. hal 5
16 Lihat Pasal 7, Undang-undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan
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7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
Berdasarkan hirarki peraturan perundang-undangan diatas, dasar
hukum pembentukan atau legitimasi kewenangan komisi negara
independen, baik secara konseptual maupun normatif dapat digolongkan
ke dalam tiga kategori, antara lain :
1. Komisi negara independen yang dibentuk berdasarkan konstitusi
2. Komisi negara independen yang dibentuk berdasarkan undang-
undang. terbagi menjadi dua komisi, yaitu derajat yang sama
dengan lembaga negara yang dibentuk melalui konstitusi, guna
mewujudkan negara hukum yang demokratis dan yang tidak
3. Komisi negara independen yang dibentuk berdasarkan peraturan
perundang-undangan lain di bawah undang-undang.
Ada beberapa lembaga bantu yang dibentuk atas dasar hukum yang
sama, diantaranya lembaga yang berdiri atas amanat konstitusi, dan yang
dibentuk berdasarkan undang-undang. Kelahiran organ-organ baru Negara,
dengan masing-masing tugas dan kewenanganya, tidak lepas dari ide dasar
tentang pembatasan dan pembagian kekuasaan, dalam pelaksanaan tugas
kekuasaan Negara. Ide tentang pembagian dan pembatasan kekuasaan
pada mulanya berkembang sebagai manifestasi dari gagasan demokrasi
konstitusional. Gagasan Konstitusionalisme demokrasi menghendaki
sebuah upaya untuk membatasi kekuasaan, agar pelaku kekuasaan tidak
berperilaku sewenang-wenang dan korup. Hal ini seperti dikatakan Lord
Acton, bahwa manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk
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menyalahgunakan kekuasaan itu, oleh karenanya manusia yang
mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakan secara tak
terbatas pula17. Ciri karakteristik lembaga negara independen adalah
sebagai berikut :
Pertama, lembaga yang lahir dan ditempatkan tidak menjadi bagian
dari cabang kekuasaan yang ada, meskipun pada saat ia menjadi lembaga
independen yang mengerjakan tugas yang dulunya di pegang oleh
pemerintah;
Kedua, proses pemilihannya melalui seleksi dan bukan oleh political
appointee atau dalam kaidah khusus tidak melalui monopoli satu cabang
kekuasaan tertentu, akan tetapi melibatkan lembaga Negara lain dalam
kerangka fungsi check and balance. Bisa juga di serahkan sepenuhnya
kepada segmentasi tertentu di publik untuk memilih perwakilannya,
intinya tidak melibatkan kekuatan politik;
Ketiga, proses pemilihan dan pemberhentiannya hanya bisa dilakukan
berdasarkan mekanisme yang telah ditentukan aturan yang mendasarinya;
Keempat, meskipun memegang kuasa sebagai alat Negara, tetapi
proses deliberalisasinya sangat kuat, sehingga baik keanggotaan, proses
pemilihan dan pelaporan akan kinerjanya di dekatkan dengan rakyat selaku
pemegang kedaulatan Negara, baik secara langsung kepada masyarakat
maupun secara tidak langsung melalui parlemen;
17 Zainal Arifin Mochtar, 2016. “Lembaga Negara Independen”. Jakarta. Raja Grafindo Persada,
hal 12
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Kelima, kepemimpian yang bersifat kolektif dan koligial dalam
pengambilan sikap keputusan kelembagaan yang berkaitan dengan tugas
dan fungsinnya;
Keenam, bukan merupakan lembaga negara utama yang dalam kaidah
tanpa keberadaanya negara mustahil berjalan. tetapi bukan berarti tidak
penting untuk ada. Keberadaannya tetap penting karena tuntutan masa
transisi maupun kebutuhan ketatanegaraan yang semakin kompleks;
Ketujuh, memiliki kewenangan yang lebih devolutif  yakni bersifat self
regulated dalam artian bisa mengeluarkan aturan sendiri yang juga berlaku
secara umum;
Kedelapan, memiliki basis legitimasi di situ, meskipun kemudian di
bentuk oleh undang- undang saja untuk lembaga yang ada di konstitusi
dan di peraturan pemerintahan saja untuk lembaga yang ada di undang-
undang.
Berdasarkan pada delapan karakteristik lembaga Negara independen di
atas, maka di Indonesia yang termasuk lembaga-lembaga tersebut
diantaranya adalah sebagai berikut:18
1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
Lembaga ini di bentuk berdasarkan pasal 75 UU No. 39 Tahun
1999 tentang Hak Asasi Manusia.
2. Dewan Pers
18 Ibid, hal 64-72
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Lembaga ini dibentuk berdasarkan pasal 15 UU No. 40 Tahun
1999 tentang pers. Independensinya secara jelas di nyatakan bahwa
dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan
meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk dewan pers yang
bersifat nasional.
3. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
Lembaga ini di bentuk berdasarkan pasal 6 ayat (4) UU No. 32
Tahun 2002 tentang penyiaran
4. Komisi Yudisial (KY)
Lembaga ini dapat di kategorikan sebagai lembaga konstitusi
karena ia tercantum secara langsung di dalam UUD 1945. Bahkan,
kemandiriannya dijamin dalam konstitusi, yang secara tegas
menyebutkan Komisi Yudisial bersifat mandiri dan mempunyai
wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan
kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku para hakim.
5. Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Lembaga ini di bentuk berdasarkan ketentuan konstitusi, dan
kemudian di pertegas lagi melalui undang-undang mengenai
penyelenggara pemilu yang selalu di perbaharui setiap lima tahun
menjelang pelaksanaan pemilihan umum. Berdasarkan peraturan
mengenai penyelenggara pemilu, KPU mempunyai wewenang
untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang bersifat nasional
tetap dan mandiri.
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6. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Lembaga ini dibentuk berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK merupakan lembaga Negara
yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat
independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.19
Pembentukan lembaga-lembaga negara yang bersifat mandiri dan
independen secara umum disebabkan oleh adanya ketidak percayaan
publik terhadap lembaga-lembaga negara yang ada dalam menyelesaikan
persoalan ketatanegaraan, karena lembaga-lembaga yang sudah ada belum
bisa memberikan jalan keluar dan menyelesaikan persoalan yang ada
ketika tuntutan perubahan dan perbaikan semakin mengemuka seiring
dengan berkembangnya paham demokrasi di Indonesia.
D. Konsep Kedudukan
Dalam Hukum tata negara klasik terdapat dua pilar hukum tata
negara yakni organisasi negara dan warga negara, selanjutnya dalam
organisasi negara diatur tentang bentuk negara dan sistem negara termasuk
didalamnya alat perlengkapan negara20. Adapun yang dimaksud alat
perlengkapan negara ialah lembaga-lembaga permainan yang mempunyai
fungsi yaitu: fungsi legislasi, fungsi eksekutif, dan fungsi yudisial. Ketika
alat perlengkapan negara ini dihubungkan dengan UUD RI 1945 hasil
amandemen maka ditetapkan 4 kekuasaan yaitu:
19 Ibid, hal 73
20 Titik Triwulan Tutik. 2015. “Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia pasca amandemen
UUD 1945”. Jakarta. Kencana, hal 175
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1. Pertama, Kekuasaan Legislatif, yaitu :
a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
c. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
2. Kedua, Kekuasaan Eksekutif yaitu Presiden dan Wakil Presiden,
serta menteri-menteri
3. Ketiga, Kekuasaan Yudisial yaitu Mahkamah Agung dan
Mahkamah Konstitusi
4. Keempat, Kekuasaan eksaminatif dan lembaga negara bantu yaitu
Badan Pemeriksa Keuangan dan Komisi Yudisial (KY)21
E. Komisi Pemberantasan Korupsi
1. Latar Belakang Berdirinya KPK
Indonesia merupakan Negara di Asia yang mencanangkan
suatu peraturan  khusus  terhadap  pemberantasan  korupsi.
Sebagai  bentuk nyata tersebut dibentuklah peraturan mengenai
pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi di Indonesia
sebenarnya mulai di jalankan sejak dulu,  namun  sampai  sekarang
yang  namanya  korupsi  di  Indonesia belum bisa diberantas secara
tuntas malah bertambah parah. Hampir di  seluruh  unsur  baik
eksekutif,  legislatif,  dan  yudikatif  terjerat dengan kasus korupsi.
Firmansyah Arifin menyatakan ada beberapa hal yang menjadi inti
dan mempengaruhi banyak pembentukan lembaga-lembaga negara
21 Ibid.hal.176
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baru yang bersifat independen (komisi negara independen). Hal-hal
tersebut berupa:
a. Tiadanya kredibilitas lembaga-lembaga negara yang telah
ada akibat asumsi adanya korupsi yang sistemik, mengakar,
dan sulit untuk diberantas.
b. Tidak independennya lembaga-lembaga negara yang ada
karena satu sama lain hanya tunduk di bawah pengaruh satu
kekuasaan negara atau kekuasaan lainnya.
c. Ketidakmampuan lembaga-lembaga negara yang ada untuk
melakukan tugas-tugas yang mendesak (urgen) dilakukan
dalam masa transisi demokrasi karena persoalan birokrasi
dan KKN.
d. Tekanan lembaga-lembaga internasional, tidak hanya
sebagai prasyarat untuk memasuki pasar global, tetapi juga
untuk membuat demokrasi sebagai satu-satunya jalan bagi
negara yang asalnya berada di bawah kekuasaan otoriter.22
Sebelum dibentuknya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 pada
masa pemerintahan Abdurahman Wahid sempat dibentuknya Tim
Gabungan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang hanya
bersifat sementara sampai terbentunya UU No. 31 Tahun 1999.
Tim ini berada dibawah Jaksa Agung yang pada saat itu Marzuki
Darussman. Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono
22 Firmansyah Arifin, dkk, Op Cit, hal 59
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juga membentuk Tim Tastipikor (Tim Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi) yang diketuai Wakil Jaksa Agung Basrief Arief.
Tim Tastipikor tersebut dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 11
Tahun 2005.
Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (Selanjutnya  disingkat
dengan KPK)  dibentuk  dengan  UU  Nomor 30  Tahun  2002
tanggal  27 Desember   2002   Tentang   Komisi   Pemberantasan
Tindak   Pidana Korupsi. KPK diberi amanat melakukan
pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan
berkesinambungan. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat
independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
bebas dari kekuasaan manapun.
KPK dibentuk dengan pertimbangan bahwa pemberantasan
korupsi yang  dilaksanakan   oleh  sub  sistem  utama  yaitu
kepolisian  dan kejaksaan  belum  dapat  dilaksanakan  secara
optimal,  sehingga  perlu ditingkatkan secara profesional, intensif,
dan berkesinambungan.
KPK dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas
pemberantasan korupsi dari lembaga-lembaga yang ada
sebelumnya. Penjelasan undang-undang menyebutkan peran KPK
sebagai Trigger Mechanism, yang berarti mendorong atau sebagai
stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga
yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien.
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Dalam  menjalankan   tugas  dan  wewenangnya  Komisi
Pemberantasan Korupsi berpedoman kepada lima asas yaitu :
a. Asas Kepastian Hukum,
b. Asas Keterbukaan,
c. Asas Akuntabilitas,
d. Asas Kepentingan Umum, dan
e. Asas Proposionalitas.23
2. Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas,
wewenang, dan kewajiban diatur dalam Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, yang terdapat dalam Pasal 6, 7, dan 8.
Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:
a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan
pemberantasan  tindak pidana korupsi.
b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan
pemberantasan  tindak pidana korupsi.
c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan
terhadap tindak  pidana korupsi.
d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana
korupsi; dan
23 Lihat pasal 5 Undang-undang No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
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e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan
pemerintahan negara.
Dalam melaksanakan tugas koordinasi, Komisi Pemberantasan
Korupsi berwenang :
a. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan
penuntutan tindak pidana korupsi;
b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan
pemberantasan tindak pidana korupsi;
c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan
tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan
instansi yang berwenang melakukan pemberantasan
tindak pidana korupsi; dan
e. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan
tindak pidana korupsi.24
24 Fungsi dan Tugas KPK, https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/struktur-organisasi/93-tentang-
kpk/fungsi-dan-tugas/31-fungsi-dan-tugas diakses pada tanggal 2 Desember 2020
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